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KATA PENGANTAR

TITIK TOLAK DEMOKRASI DAN
SIKAP MENOLAK KEKERASAN

Kediktatoran selamanya bersifat militeristik, walaupun
baju yang digunakan tidak selalu disebut demikian.
Kediktatoran Salazar di Portugal jelas-jelas bersendikan cara-
cara militer untuk mengokohkan dan mempertahan kekua-
saan, walaupun para pelaku dalam pelaksanaan kekuasaan
adalah orang-orang sipil. Hitler pun adalah seorang sipil,
tetapi pasukan-pasukan SS dan unit-unit Gestapo yang men-
dukungnya jelas-jelas bersifat militeristik. Contoh ini dapat
diperpanjang dengan sederetan nama-nama para penguasa
dengan kekuatan mutlak yang tidak pernah memegang jabat-
an militer apapun.

Bila kita amati ciri-ciri utama dari setiap kediktatoran,
yang timbul adalah gambaran dari pemerintahan yang tidak
memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk berbeda
pendapat secara luas dan menetap dengan sang penguasa.
Langkanya kelonggaran dan sikap memberi peluang kepada
perbedaan pendapat itulah yang menjadi faktor tetap yang
menyamakan semua sitem pemerintahan diktatorial. Apapun
klaim yang diajukannya tentang keabsahan pendapat, sikap



atau keputusan yang diambil sebagai telah cukup mewakili
jumlah terbesar warga masyarakat, pada kenyataannya
justru pengingkaran terhadap kehendak rakyatlah yang
terjadi.

Dengan demikian, apapun klaim yang diajukan tentang
penentuan sikap ataupun pengambilan keputusan dalam
proses yang pada dasarnya mengingkari hak orang banyak itu,
keabsahan sikap atau keputusan itu sendiri tidak pernah dapat
diuji secara terbuka, melainkan dicapai melalui proses yang
sangat tertutup. Pengingkaran kehendak orang banyak melalui
pengajuan klaim yang palsu merupakan sebuah proses yang
bersambung terus-menerus dari satu sikap atau keputusan ke
sikap atau keputusan berikutnya sambung-bersambung secara
akumulatif dalam garis yang sangat panjang, yang dengan
sendirinya merupakan tumpukan kesewenangan yang tidak
bisa tegak tanpa ditopang oleh kekuatan militer. Birokrasi
pemerintahan yang masih memilih sikap tenggang terhadap
kehendak orang banyak jelas tidak akan mampu melakukan
hal itu, karena sikap seperti itu akan membawa kepada
penerimaan kebenaran yang obyektif yang datang dari
mayoritas warga masyarakat. Sikap terus-menerus untuk
menerima rangkaian kebenaran-kebenaran obyektif dari
rakyat akan berarti hukuman mati bagi sebuah sistem
pemerintahan diktatorial, karena ia akan membuktikan
kepalsuan berbagai klaim yang diajukan oleh sang penguasa.

Karena itulah, hakikat dari kediktatoran adalah peno-
lakan terhadap pluralitas pandangan atau keragaman
pandangan dan pendapat. Masyarakat yang memperkenan-
kan perbedaan pendapat dan menerima keragaman sikap
sebagai sesuatu yang wajar pada hakikatnya mengajukan
penolakan terhadap sistem pemerintahan diktatorial.
Karenanya, sistem yang seperti itu akan selalu mengajukan
keharusan bersikap sama dan bersatu pendapat bagi seluruh
warga masyarakat, sebagai sebuah kebenaran subyektif yang



harus dipertahankan mati-matian. Dengan demikian ciri mili-
teristik dari pemerintahan diktatorial tidak mungkin dihin-
darkan. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya tidak ada
bedanya antara kediktatoran militer dan pemerintahan re-
presif lainnya. Kediktatoran selalu bersifat militeristik, dan
pemerintahan militeristik akan selalu mengacu kepada kedik-
tatoran, apapun baju yang dikenakannya dan klaim yang
diajukannya.

Pada hakikatnya, pertentangan abadi antara rangkaian
kebenaran obyektif yang diajukan rakyat pada suatu masa dan
kebenaran subyektif yang tunggal yang diajukan oleh peme-
rintahan diktatorial tidak dapat dilerai, sehingga dalam
perspektif kesejarahan akan tampak sia-sia saja semua upaya
incremental atau bertahap untuk menegakkan demokrasi.
Inilah yang membuat sikap dasar mereka yang menggunakan
pendekatan radikal atau penolakan terhadap cara-cara evo-
lusioner sepanjang jalannya sejarah. Tetapi, sejarah jugalah
yang mengajarkan kita kenyataan yang paling pahit : tidak
pernah ada pemerintahan diktatorial dapat ditumbangkan
oleh militansi yang tidak menggunakan kekerasan sebagai
senjata yang sah untuk melakukan perubahan dengan meng-
gulingkan pemerintahan yang ada. Yang terjadi bukanlah
penahanan perjuangan dalam garis linear yang menunjukkan
proses yang bertahap, melainkan pemekaran perlawanan
berwajah tunggal, yang tadinya meliputi kawasan teritorial
yang kecil dan kemudijan berangsur-angsur melebarkan sayap
ke seluruh negeri. Yang terjadi bukanlah perubahan gradual
dalam banyaknya pendapat yang dikemukakan dan beragam-
nya sikap yang diperlihatkan, yang berarti peluang berbeda
pandangan dan sikap, melainkan pemekaran lingkup sikap
atau pandangan tunggal yang diajukan. Contoh terbaik dari
keadaan demikian adalah penumbangan kediktatoran
Koumintang di bawah Chiang Kaishek di daratan Cina oleh
pemerintahan tandingan Kungcantang di bawah Mao
Zedong, yang pada hakikatnya adalah perpindahan dari satu
ke lain sistem pemerintahan diktatorial.
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Dengan demikian harus diakui bahwa penggunaan
kekerasan dalam menggantikan sebuah sistem pemerintahan
diktatorial tidaklah berati tegaknya sebuah pemerintahan
yang demokratis sebagai penggantinya. Dengan kata lain,
sebuah pemerintahan yang demokratis barulah akan dapat
ditegakkan oleh upaya yang menggunakan kekerasan. Sejauh
apapun sikap radikal dan militansi yang dikembangkan
dalam menegakkan sebuah pemerintahan demokratis, ciri
pokok dari kiprahnya adalah penggunaan cara-cara yang
menentang kekerasan. Gerakan buruh atau protes massa atau
blokade kelompok-kelompok besar yang menurunkan para
pengikut mereka ke jalan-jalan untuk melumpuhkan
pemerintahan diktatorial dan menggantikannya dengan
sistem yang demokratis, pada dasarnya harus bertumpuh
pada sikap menolak penggunaan kekuasaan. Memburuknya
keadaan, dalam eskalasi yang bisa terputus-putus ataupun
yang mengalir tidak berkeputusan, bagi sang diktator akan
berarti paksaan untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak
lagi dapat memaksakan kehendak kepada orang banyak. Ini
terjadi terhadap diri Presiden Marcos di Filipina. Di hadapan
People's Powers dan oleh para diktator Amerika Latin dalam
rangkaian peristiwa sekitar dua sampai satu dasawarsa yang
lalu.

Menjadi nyata dari kenyataan-kenyataan di atas, bahwa
transisi dari kekuasaan diktatorial ke pemerintahan yang
demokratis, apabila terjadi tanpa campur tangan kekuasaan
dari luar (seperti terjadi atas Jerman dan Jepang), haruslah
bersifat tanpa kekerasan dan berintikan kegigihan dan
keuletan untuk menciptakan dan mengembangkan pluralitas
pandangan dan keragaman pemikiran-pemikiran. Dengan
kata lain, perjuangan menegakkan masyarakat pluralistik
tanpa menggunakan kekerasan dan bertumpu pada ke-
tabahan untuk menegakkan pandangan yang obyektif dan
dengan sendirinya pluralistik terhadap kebenaran, adalah
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satu-satunya jalan untuk menegakkan demokrasi. Baik
mereka yang menggunakan pendekatan akomodatif terhadap
sistem tidak demokratis yang ada, maupun mereka yang
menolak bekerja sama dengan sistem itu secara konsisten,
ternyata bermuara pada penolakan terhadap sikap hidup
monolitik dan menambakan sikap hidup yang pluralistik.
Bukankah justru pada titik inilah kebebasan yang didamba-
kan oleh semua pejuang demokrasi bermula?

Abdurrahman Wahid
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KATA PENGANTAR

Apakah pemerintah diktator harus diterima begitu saja,
atau masyarakat dapat membebaskan diri dari pada-
nya? Dan kalau dapat, lalu caranya bagaimana? Itulah
pertanyaan yang dibahas oleh Gene Sharp dalam buku ini
yang mau menyediakan "sebuah kerangka konseptual untuk
pembebasan."

Dalam buku kecil ini Sharp langsung mengenai masalah-
nya. Ia tidak membuang-buang waktu dengan pelbagai
pertimbangan normatif, definisi-definisi dan lain sebagainya,
melainkan langsung memperlihatkan, dengan menguraikan
cara-cara kongkret, bagaimana sebuah masyarakat dapat
membebaskan diri dari kediktatoran

Buku kecil ini sangat praktis dan berguna kalau kita mau
mendapat suatu pandangan yang nyata tentang perjuangan
pembebasan melawan rezim-rezim diktatoris. Bagi saya yang
paling menarik adalah dua tesis dasar buku ini: Pertama :
Memakai kekerasan bukan cara efektif untuk menggulingkan
pemerintahan diktatoris. Kedua, Sebuah kediktatoran pun
tergantung dari "ketaatan, kerjasama dan kesediaan
masyarakat untuk tunduk" dan oleh karena itu, apabila
masyarakat menarik kembali sikap-sikap itu, pemerintahan
diktatoris akan jatuh.
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Untuk para romantisi revolusi pernyataan pertama
barangkali mengecewakan. Akan tetapi argumentasi Sharp
meyakinkan, dan makin cepat diyakini oleh mereka yang mau
memperjuangkan kemerdekaan, makin besar kemungkinan
mereka akan berhasil. Sharp memberikan dua argumen
melawan penggunaan kekerasan. Yang pertama, pemakaian
kekerasan justru merupakan keunggulan diktator: ialah yang
menguasai polisi, tentara dan pasukan keamanan lain. Jadi
memakai kekerasan berarti memilih medan perjuangan yang
justru menguntungkan lawan. Kedua, sebuah perjuangan
revolusioner dengan kekerasan jarang menguntungkan
rakyat tertindas. Di lain pihak, andaikata revolusi berhasil,
kemungkinan besar bahwa akan didirikan rezim yang terus
memakai kekerasan untuk memperjuangkan tujuan-tujuan-
nya, jadi diktator lama hanya diganti dengan diktator baru.
Saya menerima argumentasi Sharp ini. Suatu perjuangan
melawan rezim diktatoris harus memakai cara-cara non-
kekerasan, cara-cara damai.

Tetapi yang lebih penting sebenarnya ulasan Sharp yang
memperlihatkan bahwa sekuat-kuatnya sebuah rezim
diktatorial, ia tidak dapat bertahan, apabila bagian terbesar
masyarakat menarik kerjasamanya (sebagaimana diuraikan
dengan bagus dalam kisah "si tuan monyet"). Sharp lalu juga
memperlihatkan bagaimana langkah-langkah perjuangan
non-kekerasan itu, manakah cara-cara yang tersedia, dan
bahwa sangat diperlukan sebuah strategi besar.

Rasanya bagi semua yang merasa risau dengan tendensi-
tendensi diktatorial di banyak negara di dunia dewasa ini
buku ini bisa menjadi bantuan yang nyata. Dengan
menghindari pendekatan ideologis dan moralistik, dibuka
wawasan bahwa pembebasan merupakan suatu kemung-
kinan nyata yang tentu membutuhkan nafas panjang. Itulah
kekuatan buku itu, itulah sebabnya baik kalau para demokrat
semua aliran membacanya.
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Tetapi itu pula kelemahannya. Kerangka Sharp adalah
sangat sederhana: sebuah rezim diktatorial yang menindas
rakyatnya. Lalu diperlihatkan bagaimana kemungkinan-
kemungkinan sebuah perjuangan pembebasan yang realistik.
Akan tetapi, sejauh mana kerangka Sharp itu relevan dan
realistik ?

- Memang, jelas ada -rezim-rezim diktatorial seperti itu.
Kebanyakan rezim komunis misalnya. Atau rezim para
kolonel Yunani akhir tahun 60-an. Atau Jenderal Pinochet di
Chili. Barangkali para jenderal di Birma dan Nigeria. Tetapi
bagaimana halnya Aljazair? Situasi di negara itu sudah tidak
sesederhana itu. Atau beberapa rezim di bekas negara- negara
komunis. Atau otorltarlanlsme di Asia ? Bahkan bekas. rezim
Aparthe1d di Afrika Selatan dulu tidak sesederhana ini..

Soalnya, di kebanyakan negara yang kurang demokratis
atau tidak demokratis, terutama di dunia ketiga, situsi jauh
lebih ruwet. Rezim yang berkuasa umumnya justru bukan
suatu diktator yang asal menindas masyarakat, melainkan
sering mempunyai dukungan cukup kuat karena berhasil
mengatasi masalah-masalah masyarakat yang bersangkutan.
Misalnya, mengakhiri kekacauan berkepanjangan . Atau
berhasil mengatasi kelaparan dan memulai pembangunan
ekonomis yang hasilnya dirasakan banyak orang. Atau
mengembalikan masyarakat ke dalam situasi aman dan
percaya diri. Bisa saja rezim-rezim itu juga mempunyai satu
dua sudut diktatoris, tetapi tidak jarang masyarakat bersedia
menerimanya karena segi keuntungan kepemimpinan otoriter
lebih besar. Tidak jarang juga dukungan masyarakat sendiri
cukup complicated. Bisa ada dukungan primordial, misalnya
karena loyalitas kesukuan, etnis atau agama, berdasarkan
perasaan takut terhadap golongan lain dalam masyarakat
dan sebagainya. Bisa saja bahwa pemerintahan otoriter itu
justru cukup berhasil mengatasi masalah-masalah primordial
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dan oleh karena itu sebagian masyarakat mendukungnya
(Marsekal Tito di Yugoslavia misalnya cukup berhasil,
meskipun sayang tidak lestari).

Oleh karena itu, kemungkinan penerapan buku bagus ini
cukup terbatas pula. Di banyak negara di Asia, misalnya
situasi tidak sesederhana itu. "Rakyat atau masyarakat
berhadapan dengan diktator" situasi simplistik itu cukup
jarang dapat diverifikasikan. Dan dalam situasi yang
kompleks banyak dari nasihat-nasihat praktis kelihatan tidak
kena sasarannya.

Toh dalam situasi pemerintahan otoriter - mayoritas besar
pemerintahan di dunia ketiga - suatu keuntungan juga dapat
ditarik dari buku ini. Daripada "melawan rezim" dan lain-lain
simplifikasi lebih baik diperjuangkan opsi dan sasaran politis
yang kongkret dan nyata, seperti misalnya perluasan
kebebasan pers, pembentukan partai politik, peningkatan
jaminan hukum dan lain sebagainya. Konsentrasi pada
sasaran nyata - yang sering masuk akal secara politis dan
ekonomis pun dan oleh karena itu juga mempunyai kans
untuk semakin didukung dalam masyarakat yang ber-
sangkutan - jauh lebih efektif daripada sikap-sikap prinsipil
seperti "melawan rezim" dan sebagainya.

Yang jelas dapat disimpulkan dari buku Sharp ini: Suatu
perjuangan dengan cara non-kekerasan, sabar, rasional demi
pencapaian sasaran-sasaran demokratis memiliki kemung-

kinan cukup besar untuk berhasil juga berhadapan dengan
sebuah rezim yang tampak sangat otoriter.

Franz Magnis-Suseno, SJ
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PRAKATA

Selama bertahun-tahun saya mempunyai satu keprihatinan
besar tentang bagaimana mencegah dan menghentikan
kediktatoran. Keprihatinan tersebut lahir sebagian karena
saya percaya bahwa manusia tidak pantas untuk dikuasai
dan dihancurkan rezim macam demikian. Keyakinan itu
semakin diperteguh lagi oleh berbagai bahan bacaan: tentang
mulianya harkat manusia, tentang akar dari kediktatoran
(dari mulai pemikiran Aristoteles hingga para analis
totalitarianisme), serta sejarah kediktatoran (khususnya
sistem dari Nazi dan Stalin).

Tahun demi tahun saya berkesempatan mengenal orang-
orang yang pernah hidup dan mengalami penderitaan di
bawah rezim Nazi, termasuk mereka yang lolos dari kamp
konsentrasi. Di Norwegia saya berjumpa dengan orang-orang
yang pernah menentang pemerintahan fasis dan mampu
bertahan juga mendengar cerita tentang mereka yang ter-
bunuh. Pernah pula saya berbincang dengan seorang Yahudi
yang lari dari cengkeraman Nazi dan menemui orang-orang
yang pernah menyelamatkan para pelarian itu.

Pemahaman saya tentang teror di berbagai negeri komunis
lebih banyak bersumber pada buku daripada melalui
hubungan-hubungan pribadi. Teror yang terjadi di sana bagi
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saya terasa getir, karena rezim kediktatoran itu menyebut-
nyebut tentang pembebasan dari penindasan dan peng-
hisapan.

Wajah kediktatoran bagi saya semakin tampak nyata,
setelah menjumpai orang-orang yang berasal dari negeri-ne-
geri yang dikendalikan secara diktatorial, misalnya Panama,
Polandia, Cili, Tibet dan Burma. Dari mulai pejuang Tibet
yang melawan agresi Cina komunis, orang Rusia yang diga-
nyang oleh kudeta sayap’ garis-keras di bulan Agustus 1991,
dan warga Thailand yang menempuh cara non-kekerasan
untuk mencegah kembalinya pemermtahan militer. Dari
‘mereka saya memperoleh sudut pandang —yang sermgkah
terasa menyesakkan— tentang watak ke]1 dari kedlktatoran

- Rasa ngeri dan amarah akan kekejaman kedlktatoran
bercampur dengan kekaguman saya akan kepahlawanan dari
laki-laki dan perempuan dengan keberanian tiadatara,
senantiasa menebal tatkala saya mengunjungi daerah-daerah
berbahaya dimana orang-orang pemberani masih terus
melawan. Tempat-tempat itu antara lain adalah Panama
semasa di bawah Noriega; Vilnius dan Lithuania di mana
penindasan Soviet masih berlanjut; Lapangan Tiananmen, di
tengah kemeriahan demonstrasi kebebasan dan saat-saat
awal masuknya satuan bersenjata di malam yang menentu-
kan itu; dan markas kekuatan demokratis di hutan
Manerplaw, di wilayah "Birma Merdeka."

Sesekali saya mengunjungi tempat-tempat seperti menara
televisi dan tempat pemakaman di Vilnius, taman umum di
Riga, tempat mereka menembaki rakyat; jantung kota Ferrara
di Italia Utara, tempat penguasa fasis menjejerkan dan lalu
menembaki para pembangkang dan pemakaman sederhana
di Manerplaw, tempat jasad pemuda-pemuda yang terlalu
muda untuk mati itu dikuburkan. Sungguh menyedihkan,
bangkitnya kediktatoran meminta korban nyawa dan
kerusakan yang demikian besar.
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Seiring dengan keprihatinan dan pengalaman-peng-
alaman itu, tumbuh pula harapan bahwa tirani dapat
dicegah, perlawanan melawan kediktatoran dapat dilakukan
tanpa harus jatuh korban massal, kediktatoran dapat
diruntuhkankan dan dari abu keruntuhannya dapat dicegah
munculnya kediktatoran yang baru.

Saya berupaya memikirkan dengan seksama cara-cara
paling efektif untuk menghancurkan kediktatoran dengan
sedikit mungkin penderitaan dan korban jiwa. Dalam upaya
itu saya menelusuri riwayat kediktatoran, gerakan perla-
wanan, revolusi, pemikiran politik, sistem pemerintahan, dan
khususnya perlawanan non-kekerasan yang realistis.

Terbitan ini adalah hasilnya. Saya yakin masih jauh lebih
dari sempurna. Namun beberapa pokok pikiran mungkin
berguna untuk memandu pemikiran dan perencanaan dalam
membangun gerakan pembebasan yang lebi kuat dan efektif.

Dengan alasan kebutuhan, dan ini merupakan pilihan
yang sengaja, esai ini memutuskan perhatian pada masalah
umum tentang bagaimana mengalahkah kediktatoran dan
mencegah lahirnya kediktatoran baru. Saya tidak ber-
kompeten untuk menuliskan analisis umum ini bermanfaat
~untuk mereka yang berada di banyak negeri, sayangnya
terlalu banyak, yang secara nyata menghadapi pemerintahan
diktatoral. Merekalah yang 'mest'i memeriksa keabsahan
analisis dalam esai ini pada situasi mereka dan menguji
hingga mana sasaran pokok dari tuhsan ini layak untuk
perjuangan mereka.

Ketika menuliskan esai ini saya banyak berhutang budi.
Bruce Jenkins asisten khusus saya sudah memberikan
bantuan tak ternilai dengan memperlihatkan berbagai
masalah menyangkut isi dan penyajian, melalui saran-
sarannya yang mengena untuk menuliskan secara lebih ketat
dan jernih gagasan-gagasan yang sukar (khususnya tentang
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